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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, 

Judul Jurnal, 

dan Penerbitan 

Rumusun 

Masalah 

Teori 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian Hipotesis Kesamaan dan 

Perbadaan antara 

Peneliti ini dengan 

Skripsi 

1 Ramadania & 

Ardini (2022)  

Analisis Kinerja 

Pelaksanaan 

APBD Kota 

Surabaya Tahun 

2016-2020 

Bagaimana 

kinerja 

pelaksanaan 

APBD Kota 

Surabaya 

Tahun 2016-

2020? 

Memahamai 

impementasi 

kinerja 

pelaksanaan 

APBD 

Deskriptif 

kualitatif 

Terjadi pergerakan 

yang cukup 

fluktuatif dan 

cenderung 

mengalami 

penurunan, karena 

rendahnya 

pencapaian kinerja 

realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah  dan 

Pendapatan 

Transfer 

Implementasi 

kinerja 

pelaksanaan 

APBD 

Kesamaan : 

Relevan untuk 

pembahasan kinerja 

APBD 

Perbedaan : 

Tahun dan kota peneliti 

dengan skripsi 

2 Sutisna, 

Dwiputrianti, & 

Rahman (2022) 

Model 

Implementasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Belanja Pada 

Bagaimana 

proses 

penyusunan 

anggaran 

belanja yang 

terdapat pada 

sub sistem 

Informasi 

Fokus pada 

penyusunan 

anggaran 

belanja 

daerah. 

Pendekatan 

kualitatif 

Implementasi   

penyusunan   

anggaran   belanja   

pada   SIPD   di   

Kota   Bandung   

kinerja 

implementasinya   

belum   optimal, 

Penyusunan 

Anggaran 

belanja 

daerah. 

Persamaan : 

Relevan untuk analisis 

implementasi 

penyusunan anggaran 

belanja 

Perbedaan : 

 Pemerintahan daerah di 

Kota Bandung 
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Sistem Informasi 

Pemerintah 

Daerah Di Kota 

Bandung 

Keuangan 

daerah di 

dalam SIPD? 

diindikasikan  

belum meratanya   

SDM   yang 

kompeten dalam 

menyusun anggaran 

3 Petra & Sari 

(2021) 

Analisa 

Efektivitas Dan 

Efisiensi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan 

Belanja Daerah 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Bagaimana 

efektivitas dan 

efisiensi 

anggaran 

pendapatan 

dan  

belanja 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

khususnya 

pada Kota 

Padang? 

Memahami 

efektivitas dan 

efisiensi 

pelaksanaan 

APBD pada 

provinsi 

Sumatera 

Barat 

Penelitian 

deskriptif 

Pada tahun 2018 

kinerja dari 

Pemerintahan Kota 

Padang kurang 

efisien  

karena berada pada 

angka lebih dari 

100% sedangkan 

untuk tahun 2019 

cukup efissien 

karena  

tingkat efisiensinya 

berada pada angka 

100% 

Efektivitas 

Dan Efisiensi 

Pelaksanaan 

APBD 

Persamaan : 

Analisis efektivitas dan 

efisiensi APBD 

Perbedaan : 

Tahun penerbitan dan 

provinsi 

4 Maulidyana & 

Simangunson 

(2021) 

Implementasi 

Penyusunan 

APBD Tahun 

2020 Di Provinsi 

Sumatera Selatan 

Menurut 

Bagaimana 

implementasi  

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 12 

Tahun 2019 

tentang 

Pengelolaan 

Penerapan 

penyusunan 

APBD 

menurut 

Peraturan 

Pemerintah 

Deskriptif 

kualitatif 

Implementasi 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

dalam  

Penyusunan APBD 

di Provinsi 

Sumatera Selatan 

sudah terlaksana 

Penyusunan 

APBD 

menurut 

Peraturan 

Pemerintah 

dalam 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

Persamaan : 

Menganalisis 

implementasi 

penyusunan APBD 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah 

Perbedaan : 

Tahun saat melakukan 

penelitian 
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Peraturan 

Pemerintah (PP) 

Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Keuangan 

Daerah dalam  

penyusunan 

APBD? 

dengan baik, namun 

dalam implementasi  

kebijakan tersebut 

masih terdapat 

kendala 

5 Hafidzh (2024) 

Mekanisme 

Pertanggungjawa

ban Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Bagaimana 

mekanisme 

pertanggungja

waban 

anggaran 

pendapatan 

dan belanja 

daerah? 

Evaluasi 

pertanggung-

jawaban 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah 

Normatif-

empiris 

APBD dilakukan 

melalui proses 

Menyusun RAB 

yang harus 

mendapatkan  

persetujuan  dari  

DPRD  terlebih 

dahulu.  Setelah itu 

Pemerintah Pusat 

juga memberikan 

Keputusan melalui 

setuju atau tidak 

setuju terkait 

dengan APBD 

Pertanggungja

waban 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah 

Persamaan : 

Menganalisis 

Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

Perbedaan : 

Dalam metode 

penelitian. 

6 Efriza & Supena 

(2021) 

Proses Politik 

Dalam 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

(Perda) 

Apa saja yang 

mempengaruhi 

dan  

menghambat 

proses 

penyusunan  

Menggambark

an proses 

politik dalam 

penyusunan 

Perda APBD 

Kualitatif DKI Jakarta telah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku, namun 

menunjukkan 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah 

(Perda) 

Anggaran 

Pendapatan 

Persamaan : 

Menganalisis 

penyusunan Peraturan 

Daerah APBD 

Perbedaan : 
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Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Peraturan 

Daerah APBD 

Tahun 2015  

sehingga 

terjadinya 

konflik antara  

DPRD dan 

Gubernur DKI 

Jakarta?   

adanya sejumlah 

kelemahan dalam 

hal substansi dan 

prosedur, 

diperlukan upaya 

bersama dari semua 

pihak yang terlibat 

dalam proses 

penganggaran 

Dan Belanja 

Daerah 

Pembahasan 

mengutamakan proses 

politik 

7 Silaban (2020) 

Proses 

Penyusunan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu Utara 

Bagaimana 

proses 

penyusunan 

APBD di 

Kabupaten 

Bengkulu 

Utara pada  

Tahun 

Anggaran 

2011? 

 

Implementasi 

penyusunan 

APBD pada 

Kabupaten 

Bengkulu 

Utara 

Deskriptif  

Kualitatif 

Implementasi 

penyusunan APBD 

telah melewati 

tahapan yang  

diatur dalam 

peraturan Menteri 

dalam negeri 

Penyusunan 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah 

Persamaan : 

Relevan menganalisis 

proses penyusunan 

APBD 

Perbedaan : 

Tahun dalam penerbitan 

8 Permatasari & 

Narastri (2023) 

Analisis 

Penyusunan 

Anggaran Dan 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

Bagaimana 

penyusunan 

anggaran dan 

laporan 

realisasi 

anggaran agar 

lebih efektif 

dan 

Penyusunan 

anggaran yang 

ditinjau dari 

Peraturan 

Daerah 

Kualitatif 

(wawancara) 

Proses 

penganggaran  

dipengaruh oleh 

banyak faktor 

antara lain 

operasional yang 

harus jelas hasilnya, 

efisiensi 

Penyusunan 

anggaran 

ditinjau pada 

Peraturan 

Daerah 

Persamaan : 

Menganalisis 

penyusunan anggaran 

ditinjau dari Peraturan 

Daerah 

Perbedaan : 

Studi Kasus dan 

Peraturan Daerah 
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Ditinjau Dari 

Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 

2021 (Studi 

Kasus Dinas 

Kependudukan 

Dan Pencatatan 

Sipil Surabaya) 

bertanggungja

wab dalam 

membangun 

keselarasan 

antara 

penyusunan 

anggaran dan 

laporan 

pelaksanaan? 

(kecukupan harga) 

seperti inflasi dan 

kenaikan UMR, 

serta anggaran 

tahun sebelumnya 

9 Febriana & 

Narastri (2023) 

Analisis Laporan 

Realisasi 

Anggaran (LRA) 

Untuk Menilai 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Belanja (Studi 

pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Kota Surabaya) 

Bagaimana 

pemerintah 

daerah 

memprioritask

an dananya 

pada belanja 

secara optimal 

yang nantinya 

berguna untuk 

menunjukan 

produktifitas 

ekonomi, 

efisiensi, dan 

efektivitas 

belanja daerah 

yang 

dilakukan oleh 

instansi 

Fokus pada 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

dalam 

pelaksanaan 

anggaran 

belanja 

Kualitatif 

(wawancara) 

Kriteria ekonomis 

menunjukan kinerja 

yang baik pada 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah Kota 

Surabaya dan 

Kriteria kurang 

ekonomis 

menunjukan bahwa 

kinerja pada saat itu 

kurang baik 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

untuk menilai 

pelaksanaan 

anggaran 

belanja 

Persamaan :  

Menganalisis laporan 

realisasi anggaran untuk 

pelaksanaan anggaran 

belanja 

Perbedaan : 

Dalam skripsi membahas 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 
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10 Warisman & 

Wulandari 

(2022) 

Analisis 

Penyusunan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) Pada 

Kantor 

Kecamatan 

Senen Jakarta 

Pusat Tahun 

Anggaran 2021 

Apakah 

penyususnan 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah pada 

Kantor 

Kecamatan 

Senen Jakarta 

Pusat sudah 

sesuai dengan 

Peraturan 

Menteri 

Dalam Negeri 

No. 64 Tahun 

2020?  dan 

mengerahui 

apakah 

pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah sudah 

efisien? 

Fokus pada 

penyusunan 

APBD pada 

Kantor 

Kecamatan 

Senen Jakarta 

Pusat 

Deskriptif 

kualitatif   

Dalam penetapan 

anggaran aspek 

yang menentukan 

keberhasilan ialah 

tingkat realisasi 

yang tercapai, 

semakin tinggi 

tingkat realisasi 

yang dicapai pada 

penggunaan 

anggaran semakin 

tinggi tingkat 

keberhasilan dalam 

pencapaian 

anggaran 

Penyusunan 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Daerah 

(APBD) 

Persamaan : 

Menganalisis 

penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

Perbedaan : 

Tahun dan Kota 

penelitian 

 

 



47 

 

 

 

Pedoman Wawancara 

1. Tujuan  

Tujuan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi terkait: 

a. Proses penyusunan APBD di Kota Blitar dengan Peraturan Daerah Kota 

Blitar Nomor 7 Tahun 2023 

b. Peraturan penyusunan APBD terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran 

Kota Blitar 

c. Kendala Implementasi penyusunan APBD Kota Blitar 

2. Kisi-kisi pedoman wawancara : 

Pertanyaan Penelitian Kepada DPRD Kota Blitar  

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun 

secara keseluruhan? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tahun 2024? 

2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa 

saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat? 

3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan DPRD terhadap 

pelaksanaan anggaran?  

4. Mengingat adanya beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, 

seperti alokasi yang belum tepat sasaran, langkah-langkah strategis apa yang 

dapat diambil oleh DPRD untuk mengatasi permasalahan tersebut dan 

meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran? 

Pertanyaan Penelitian Kepada BPKAD 

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di DPRD Kota Blitar secara umum? 

Karena biasanya terdapat alokasi anggaran yang tidak tepat, Apa langkah-

langkah yang diambil DPRD untuk memperbaiki alokasi anggaran yang 

dianggap tidak tepat? 

2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tiap 

tahun secara keseluruhan? Apakah ada perbedaan signifikan dalam 

prosesnya? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya? 

3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa 

saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan Masyarakat? 
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Pertanyaan Kepada SKPD 

1. Bagaimana proses perencanaan APBD di Kota Blitar secara umum? 

2. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 

dalam mengatur penyusunan APBD tahun 2024? 

3. Apakah prioritas anggaran yang ditetapkan dalam Perda tersebut sudah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat Kota Blitar?  

4. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pencapaian target-target yang telah 

ditetapkan dalam APBD? 

Transkrip Wawancara 

DPRD Kota Blitar Bagian Anggaran 

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar secara 

keseluruhan? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya? 

Jawaban : 

Dalam tiap tahun berjalan untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan 

karena Kota Blitar memiliki RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) 

tiap 5 tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang lebih spesifik di tingkat daerah. 

Sehingga pada setiap tahun harus memiliki beberapa capaian untuk 

meningkatkan kinerja aparatur daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 

dapat dibilang efektif karena tiap aturan-aturan memiliki 

pertanggungjawaban pada masing-masing pelaksanaannya. 

2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa 

saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat? 

Jawaban : 

Pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dilakukan pada 4 

tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Pada tahap perencanaan masyarakat akan terlibat melalui 

musyawarah dan penyampaian aspirasi pada kegiatan Forum Musyawarah 

Pembangunan (Musrenbag) dari tingkat kelurahan hingga kota. 

3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan DPRD terhadap 

pelaksanaan anggaran? 
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Jawaban : 

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD yaitu melakukan 

pengawasan terhadap setiap kegiatan Pemerintah Daerah, bentuk pengawasan 

APBD diantaranya melakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan dengan 

turun langsung terhadap setiap pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang 

dibiayai dari APBD. 

4. Mengingat adanya beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, 

seperti alokasi yang belum tepat sasaran, langkah-langkah strategis apa yang 

dapat diambil oleh DPRD untuk mengatasi permasalahan tersebut dan 

meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran? 

Jawaban : 

a) DPRD dalam setiap pembahasan APBD dalam Rapat Kerja Badan 

Anggaran Bersama TAPD, melakukan dialog, musyawarah untuk 

mencapai penyamaan persepsi, mencapai kesepahaman dan pemahaman. 

b) Memastikan adanya kepatuhan dan kesesuaian penyusunan Raperda 

tentang APBD terhadap kaidah perencanaan pembangunan dan 

penganggaran. 

BPKAD 

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di DPRD Kota Blitar secara umum? 

Karena biasanya terdapat alokasi anggaran yang tidak tepat, Apa langkah-

langkah yang diambil DPRD untuk memperbaiki alokasi anggaran yang 

dianggap tidak tepat? 

Jawaban : 

Sudah tepat dalam proses penyusunan APBD di Kota Blitar. Proses 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota 

Blitar, seperti di daerah lainnya di Indonesia, mengikuti tahapan-tahapan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama berdasarkan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri).  

Jika terdapat alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat, berikut 

langkah-langkah yang biasanya dilakukan, yaitu: 
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a) Melakukan evaluasi terhadap program-program yang berjalan, termasuk 

penilaian efektivitas, efisiensi, dan relevansinya dengan kebutuhan 

masyarakat. 

b) Jika ketidaktepatan ditemukan setelah APBD berjalan, pemerintah daerah 

dapat mengusulkan APBD Perubahan untuk mengoreksi alokasi tersebut. 

c) Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Inspektorat, dan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan anggaran. 

Meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan yang akurat dan 

akuntabel. 

d) Memanfaatkan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(SIPD) untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran secara 

transparan. 

2. Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses penyusunan APBD Kota Blitar tiap 

tahun secara keseluruhan? Apakah ada perbedaan signifikan dalam 

prosesnya? Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2023 dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya? 

Jawaban : 

Dengan implementasi regulasi yang lebih kuat dan pendekatan yang berbasis 

bukti, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun 2023 memiliki potensi 

untuk lebih baik dibandingkan tahun 2022. Namun, efektivitasnya sangat 

bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun 

masyarakat, dalam menjalankan perencanaan anggaran yang transparan, 

akuntabel, dan sesuai kebutuhan. 

3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD? Apa 

saja mekanisme yang telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat? 

Jawaban : 

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Kota Blitar sudah mulai 

terstruktur melalui berbagai mekanisme, namun efektivitasnya masih perlu 

ditingkatkan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

SKPD 

1. Bagaimana proses penyusunan APBD di Kota Blitar secara umum? 

Jawaban : 

Dalam proses penyusunan APBD dimulai dari tahapan perencanaan 

kemudian penganggaran, untuk penyusunan APBD menggunakan aplikasi 

SIPD untuk meminimalisir anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi. 
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2. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 

dalam mengatur penyusunan APBD tiap tahunnya? 

Jawaban : 

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2023 bisa dibilang efektif dalam 

mengatur penyusunan APBD karena dalam penyusunan APBD di Kota Blitar 

sudah sesuai dengan prosedur. 

3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kota Blitar? Apakah ada inovasi atau 

kebijakan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas 

penggunaan anggaran? 

Jawaban : 

Kota Blitar dalam pelaksanaan APBD dapat dibilang bagus, Kota Blitar 

juga beberapa kali mendapat penghargaan seperti SAKIP dapat A, untuk 

kendala sendiri tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan APBD 

4. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pencapaian target-target yang telah 

ditetapkan dalam APBD? 

Jawaban: 

Untuk pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Blitar melakukan 

evaluasi kinerja berjenjang dan dikakukan secara rutin, capaian dalam 

evaluasi ini nanti akan di Analisa apakah program pembangunan dan 

dokumen perencanaan targetnya harus di naikkan atau sesuai dengan RPJMD. 
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Lampiran 2. Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 
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Lampiran 3. Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 
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Lampiran 4. Dokumen Observasi Pada Anggota DPRD 
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Lampiran 5. Dokumen Observasi Pada SKPD 

 
 

 Lampiran 6. Dokumen Observasi Pada BPKAD 



57 

 

 

 

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Lampiran 9. Kartu Bimbingan 
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Lampiran 10. Hasil Turnitin 
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